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Daftar akronim dan singkatan

AMS ASEAN Member State (negara anggota ASEAN)

ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Asosiasi Negara-Negara
AsiaTenggara)

ASFCC ASEAN-Swiss Partnership on Social Forestry and Climate

Change (Kemitraan ASEAN-Swiss untuk Kehutanan Sosial dan
Perubahan Iklim)

AWG-SF ASEAN Working Group on Social Forestry (Kelompok Kerja
ASEAN untuk Kehutanan Sosial)

NDCs Nationally Determined Contributions (Kontribusi yang
Ditentukan Nasional)

NDC Nationally Determined Contributions (Kontribusi yang
Ditentukan Nasional)

REDD+ Reducing emissions from deforestation and forest degradation

(Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan)
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istem pertanian ladang secara bergiliran menanam tanaman pangan tahunan dan vegetasi
perenial dengan sengaja memanipulasi suksesi vegetasi alami. Sistem ini digunakan banyak
petani di sepanjang lahan dataran tinggi di Asia Tenggara dan perbatasan hutan, dengan

mempertahankan beragam jasa sosial dan lingkungan. Proses perladangan ini seringkali digabungkan
dengan sistem agroforestri, yang berarti lahan bera ditanami dengan beragam pohon bermanfaat yang
dapat digabungkan ke ekosistem hutan. Agroforest ini terintegrasi dengan sistem pertanian dan terbukti
menjadi pilihan yang strategis untuk petani skala kecil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan

diversifikasi produksi serta pendapatan. Usaha ini meningkatkan ketahanan ekonomi dan menyediakan
penyerap karbon yang efektif dan jasa lingkungan yang penting. Namun, pemerintah di daerah seringkali
memilih untuk mendukung perluasan yang cepat menggunakan sistem monokultur tertentu daripada

mendorong perubahan bertahap.

No. Pesan utama

Implikasi kebijakan

1 Pemerintah di daerah pada umumnya Praktik perladangan menyediakan beragam
memandang perladangan sebagai seuatu yang manfaat di dalam lanskap multifungsi dan
desktruktif: penyebab utama kebakaran hutan, kebijakan harus mencakup perspektif ini.
deforestasi, dan degradasi tanah dan sumber
daya air. Ladang dianggap tidak efisien dan
tidak dapat meningkatkan standar kehidupan
dibandingkan dengan pertanian modern yang
intensif.

2 Lahan bera dianggap pemerintah sebagai Kebijakan harus mengenali lahan bera sebagai
lahan yang ditelantarkan dan tidak dapat tipe penggunaan lahan yang produktif secara
menyediakan manfaat ekonomi langsung. Lahan  ekonomi dan menyediakan jasa lingkungan yang
seperti ini tidak dibedakan di peta dan tidak substansial.
dikenali sebagai bagian dari lanskap pertanian.

3 Di sistem ladang tradisional, melakukan Agroforestri dalam sistem ladang memungkinkan
kultivasi lahan bera dengan agroforestri petani untuk menjadi lebih mandiri dari tren
merupakan strategi diversifikasi bagi para pasar dan meningkatkan ketahanan ekonomi
petani yang bertujuan untuk mengurangi mereka; dukungan kebijakan dibutuhkan untuk
risiko kekurangan pangan dan ketidakamanan menstimulasi investasi oleh petani ladang.
ekonomi.

4 Sistem agroforestri ladang-bera memungkinan Kebijakan yang efektif harus mengenali fungsi
penggunaan lahan permanen secara ekologis, ekonomi, dan sosial dari sistem
berkelanjutan tanpa membakar dan menipiskan  agroforestri ladang-bera.
tanah. Sistem ini menyediakan penyerap karbon
yang efektif dan jasa lingkungan penting.

5 Kebijakan antipertanian ladang menghambat Dukungan untuk transisi ke sistem agroforestri

praktik pemanfaatan lahan bera dan mendorong
transisi yang cepat ke sistem monokultur pohon
dan tanaman dan perkebunan, ketimbang
mendukung perubahan sistem ladang yang
bertahap.

akan memastikan optimisasi produksi,
pendapatan, dan manfaat lingkungan.
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Agroforest ladang-bera

Ladang sering digunakan untuk menanam tanaman pokok yang dikonsumsi secara lokal dan jarang
memproduksi surplus untuk dijual. Menanami lahan bera adalah strategi masyarakat yang melengkapi
praktik pertanian penyambung hidup. Kegiatan ini memainkan peran penting dalam perekonomian
pertanian, bukan hanya melalui aliran dana reguler dari komoditas yang diperdagangkan, tetapi juga
sebagai penyangga risiko pada periode sulit pangan dan keragaman pilihan bahan makanan (Michon
2005, van Noordwijk et al 2008).

Agroforest seringkali menjadi bagian dari sistem ladang. Lahan bera ditanami beragam jenis pohon yang
bermanfaat yang seringkali dipadukan dengan ekosistem hutan.

Di Indonesia, masyarakat menanam buah, karet, kopi, kakao, dan rotan yang menciptakan agroforest
yang beragam di lahan ladang bera yang terkelola. Sekalipun mirip hutan, agroforest ini sepenuhnya
terintegrasi dengan sistem pertanian lokal.

Di Filipina, perkebunan skala kecil yang memungkinkan regenerasi spontan yang substansial mengalami
penurunan, tetapi hutan sekunder ladang-bera yang teregenerasi secara alamiah membantu mengatasi
peningkatan hama, penyakit, dan tumbuhan penganggu, menjadi lahan untuk merumput dan meramban,
sebagai pohon peneduh dan sumber kayu bakar, makanan, dan tanaman obat (Lasco et al 2001).

Di Vietnam, agroforestri menjadi fitur lanskap pertanian dan hutan dari sebelum masa modern, tetapi
penelitian ilmiah baru dimulai pada awal 1970 yang mengarah pada adaptasi beberapa sistem
tradisional, terutama, ladang agroforestri dan pengenalan sistem baru, seperti pertanaman lorong,
penanaman batas dan taungnya' (Snelder and Lasco 2008).

Temuan

1. Konversi ladang bera

Di dalam sistem perladangan, ketika nilai ekonomi produk hutan meningkat--contohnya, karet dan
kopi--dan ketika tanaman penghasil uang digabungkan dengan ke tanaman pangan, maka akan
terjadi transisi yang penting. Ketika transisi ini berjalan efektif, tanaman penghasil uang akan
menggantikan ladang secara permanen. Namun, dukungan pemerintah lebih berfokus pada transisi
cepat ke tanaman pangan permanen atau khusus, sistem pohon dan tanaman monokultur, dan
perkebunan, dan bukan perubahan yang dilakukan bertahap (van Noordwijk et al 2008, Schmidt-Vogt
et al 2009). Contohnya, di Indonesia, masyarakat mengubah lahan bera menjadi perkebunan kelapa
sawit. Jumlah wilayah ladang juga menurun karena perubahan progresif dari kegiatan pertanian
menjadi kegiatan di luar pertanian, termasuk bentuk pertanian komersial campuran (di lahan bera
atau tetap), dan/atau sepenuhnya pekerjaan bukan pertanian (Ziegler et al 2011).
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Walaupun pertanian komersial memungkinkan petani yang sebelumnya berladang untuk
menghasilkan lebih banyak uang dan memiliki lebih banyak akses ke kesehatan dan pendidikan,
kerentanan hilangnya ketahanan ekonomi karena gagal panen atau pembalikan pasar meningkat
dengan adanya pengkhususan. Sementara itu, diversifikasi produksi dan aliran pemasukan
meningkatkan ketahanan ekonomi para petani. Ini dapat dicapai dengan mendukung perubahan
bertahap dari lahan bera yang melibatkan rehabilitasi agroforest ladang-bera yang ada dan lahan
bera terdegradasi dan dengan tidak mempromosikan sistem monokultur.

2. Hak kepemilikan lahan yang tidak aman

Di sepanjang Asia Tenggara, pemerintah menguasai sebagian besar hutan. Namun, lahan

ladang tidak masuk di statistik kehutanan sekalipun lahan ini diatur oleh peraturan kehutanan.
Kebanyakan pemerintah tidak mengenali ladang bera sebagai bagian dari lanskap pertanian, tetapi
mengklasifikasi lahan bera sebagai hutan terdegradasi atau lahan yang ditinggalkan. Walaupun
luas lahan bera mencakup beberapa juta hektar, lahan bera tidak masuk ke kategori penggunaan
lahan. Masyarakat yang tinggal di wilayah hutan negara jarang bisa mendapatkan hak penguasaan
lahan resmi apa pun atas lahan yang mereka kelola. Agroforest dan lahan bera yang kurang dikelola
dibedakan di peta pemerintah dengan tidak konsisten. Karena petani tidak dapat mengakses lahan
bera yang secara resmi dimasukkan ke kategori hutan oleh pemerintah, petani terpaksa membuka
kembali lahan bera mereka atau melaksanakan kultivasi permanen secara ilegal.

Contoh dari Filipina

Di Filipina, isu antiladang mendorong adanya perundang-undangan, kebijakan, dan praktik yang berusaha
untuk mengkriminalisasi dan menghapuskan praktik perladangan. Di dataran tinggi, pendatang domestik
yang lebih mapan dengan hak kepemilikan tanah yang aman dapat memperluas kultivasi sawah,
sementara masyarakat asli yang lebih miskin hanya memiliki ladang di lahan dengan hak guna tanah.
Akibatnya, migrasi ke dataran tinggi mengarah ke peningkatan marginalisasi sosioekonomi kelompok
orang asli (Suarez and Sajise, 2010) dan dampak lingkungan negatif terkait intensifikasi lahan. Bahkan

di antara kelompok masyarakat asli, tekanan untuk meningkatkan produktivitas dalam merespons
peningkatan populasi mengakibatkan rendahnya tingkat keberlanjutan sistem perladangan mereka.

Rt
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3. Agroforest ladang-bera berkelanjutan

Sistem ladang trandisional berfungsi dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan pengunaan
lahan oleh para pendatang domestik dan agrobisnis, yaitu menggantikan hutan dengan tanaman
tahunan dan perenial tanpa mempertimbangkan keberlanjutan.

Sistem ladang pertanian dan kehutanan yang kompeks menggabungkan lahan terkultivasi dengan
agroforest sekunder yang beragam, menghasilkan beragam jasa lingkungan yang penting untuk
kesejahteraan dan mata pencaharian masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Semua ini adalah
alat pelestarian utama beragam tanaman endemik dan satwa liar.

Sistem ini dapat dianggap lebih baik jika dibandingkan pertanian tradisional karena sekalipun hasil
panen yang rendah per unit wilayah, sistem ini melindungi tanah dan tidak membutuhkan masukan
apa pun yang berasal dari energi fosil yang mahal dan merusak, seperti pupuk komersial, herbisida,
atau insektisida (Suarez and Sajise 2010, Dressler et al., 2014).

Agroforestri ladang-bera, berlawanan dengan pertanian berpindah dan monokultur yang lebih sering
dipraktikkan, memungkinan penggunaan lahan permanen tanpa membakar atau mendapatkan risiko
penipisan tanah. Dengan menggunakan dinamikasi suksesi alami2, spesies awal didukung untuk
mengolonisasi dan menghijaukan kembali lahan terbuka.

Sistem penanaman intensif yang menggantikan ladang juga berkontribusi pada pengurangan
cadangan karbon total secara keseluruhan (Ziegler et al., 2010). Perdebatan kebijakan internasional
terkait REDD+ telah mendukung peran lanskap hutan campuran yang menyediakan jasa lingkungan
di dalam mozaik penggunaan lahan oleh petani, termasuk ladang dan agroforestri. Namun, inisiatif
tata kelola hutan global dan pemerintah nasional bersikeras untuk menggantikan ladang dengan
penggunaan lahan lain, dengan pertimbangan bahwa ladang merusak hutan, tidak meningkatkan
kesejahteraan dengan baik, dan menghasilkan gas rumah kaca lebih banyak dibandingkan
penggunaan lahan lainnya. Akan tetapi, sistem agroforestri memberikan penyerap karbon yang
efektif di biomassa permukaan dan bawah tanah.

4. Transisi berkelanjutan

Sementara transisi penggunaan lahan besar-besaran berlanjut di Asia Tenggara, muncul
ketidakpastian yang kuat mengenai dampak penggunaan lahan alternatif—terutama, sistem
intensifikasi, rotasi tanaman, dan hutan lindung—terhadap keamanan mata pencaharian dan jasa
lingkungan dibandingkan dengan sistem ladang yang sudah ada (Dressler et al., 2014).

Berpindah dari sistem ladang ke penggunaan lahan lain dapat memengaruhi keanekaragaman hayati
dan kesuburan tanah secara negatif karena lahan digunakan dengan lebih intensif (Cruz, 2015).

Para petani dapat juga mengalami dampak negatif terkait ketahanan pangan, akses ke lahan, dan
identitas budaya mereka. Oleh karena itu, transisi melalui perubahan bertahap ke sistem agroforestri
memiliki potensi besar untuk memperbaiki praktik perladangan dan menawarkan pilihan alternatif
dari sistem monokultur pohon dan tanaman yang sangat dikhususkan.
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Transisi cepat ke tanaman permanen atau
monokultur yang khusus

Gambar 1. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman sistem monokultur khusus dibandingkan agroforestri ladang-bera

Foto: World Agroforestry
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Jagung di lahan ladang | Foto: World Agroforestry/Mr.Sarun Jit-aree

Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan dorongan strategis dari sektor Pangan, Pertanian dan Kehutanan
ASEAN, negara anggota ASEAN dapat melaksanakan sejumlah aksi.

e Mengeluarkan kebijakan yang mempromosikan sistem agroforestri ladang-bera menggunakan
dinamika bertahap untuk merestorasi lahan bera yang kurang dimanfaatkan dan terdegradasi
sebagai bagian dari pengelolaan lahan dan hutan yang berkelanjutan.

e Memperluas agroforestri di lahan bera dan melaporkannya sebagai aksi yang layak untuk tingkat
nasional dan menjadi kontribusi nasional ke usaha mitigasi perubahan iklim (NAMA dan NDC).

¢ Meningkatkan kapasitas, memberikan dukungan teknis, dan secara finansial mendukung petani
ladang untuk mengembangkan sistem agroforestri. Menyediakan akses ke plasma nutfah
berkualitas tinggi, meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan pohon, dan meningkatkan
keahlian dan informasi.

¢ Mendukung pengembangan rantai nilai inklusif untuk produk agroforestri, menyediakan informasi
pasar yang cukup, dan menghubungkan petani ladang dengan pasar dan mempromosikan
integrasi regional.

¢ Mengamankan hak penguasaan para petani ladang atas lahan ladang melalui insentif yang
disponsori negara (contohnya, pengelolaan hutan berbasis masyarakat) dan reformasi agraria,
yang bertujuan untuk mendukung investasi jangka panjang dalam agroforestri.

Catatan akhir

1. Makna istilah ini adalah “bukit” (taung) “kultivasi” (ya) dan mulai dipakai di Myanmar pada 1850-an oleh Sir Dietrich
Brandis (1824—1907), pehutan dari Jerman yang bekerja dengan Dinas Kehutanan Kerajaan Inggris di Birma. Dalam
sistem taungya, para petani diizinkan untuk menanam tanaman di perkebunan yang baru dibuka (Watson, 2013).

2. Dialam, asosiasi tanaman mengikuti satu sama lain dalam proses dinamika terus-menerus yang dinamakan
“suksesi alami” (Goetsch, 1992). Dinamika suksesi alami merupakan proses perubahan alami yang teramati dari
struktur spesies, contohnya, sesudah terjadi kebakaran hutan.
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